PROVINSI JAMB!

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 3§~ TAHUN 2016
TENTANG

JKTUR

~ GS1, SERTA BAGAN STRU
GANISASI, TUGAS DAN FUNGSL,

SUSUNAN O AS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

dalam Pasal 4

Menimban . pahwa untuk melakeanakan ketentuan
o Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang  Susunan

T Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dm?s
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo;

Mengingat . 1.Undang-Undang Nemeor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lefnbaran Negara Republik | Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor| 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27395);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahﬁn 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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Menetapkan :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

S. Peraturan Daerah Nomor

S Tghun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bungo Tahun 20

MEMUTUSKAN:

16 Nomor 5);

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA BAGAN STRUKTUR DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN

BUNGO
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

® o a »

2

10.

11.

12.

13.

Kabupaten adalah Kabupaten Bungo.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan

unsur penyelenggara
urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemeri

ntahan yang menjadi

hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi

tersebut yang menjadi kewenangan pemerintahan

melindungi, melayani, memberdayakan, dan
masyarakat.
Bupati adalah Bupati Bungo.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.

daerah dalam rangka
mensejahterakan

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Bungo;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Permukiman Kabupaten Bungo;

Perumahan dan Kawasan

Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Bungo;

Unit organisasi/unit kerja adalah bagian dari
Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Seksi;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d
perangkat daerah pada pemerintah daerah
anggaran/pengguna barang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di

Dinas terdiri dari

isingkat SKPD adalah
selaku pengguna

singkat UPTD adalah
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BAB 11
SUSUNAN ORGAN ISASI

Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bungo, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Keuangan, dan Aset.
C. Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung, mem bawahkan:
1. Seksi Bangunan Gedung;
2. Seksi Perumahan dan Bina Mitra; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
d. Bidang Permukiman, membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman;
2. Seksi Penataan Kawasan Permukiman; dan
3. Seksi Penataan Sarana dan Utilitas,
¢. Unit Pelaksang Teknis Dinas (UPTD); dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimang
tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan

BAB I11
TUGAS DAN FUNGS]
Bagian Kesaty
Kepala Dinas
Pasal 3

(1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertan.géung jawab k.epaf:la
Bupati melalui Sekretaris Daerah, meémpunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan selurih ké‘g"ftaﬁ Dinas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dj bidang perumahan
dan kawasan permukiman.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pﬂda ayat (1), Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi: |



(1)

(@)

. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengs
bidang perumahan dan kawasan permukiman;

in instansi terkait di

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas dibidang perumahan dan kawasan
permukiman;

€. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD;

f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

g. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan, sesuai petunjuk dan perintah Bupati.
Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din
melaksanakan koordinasi, serta memberikan P
administrasi kepada seluruh unit organisasi unt
dan fungsi dinas.

as, mempunyai tugas
elayanan teknis dan
uk kelancaran tugas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

a.
b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laks
C. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan
kerumahtanggaan dinas;

konstruksi;

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

berada di lingkungan dinas;

bawahan;

penyusunan rencana dan program kerja dibidang sekretariat.

ana;

kegiatan rapat serta

- penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas serta jasa

dan perbendaharaan;

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan kegiatan unit organisasi yang

. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
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. pemberian saran dan perumbangan serta menyampaikan laporan hasil



Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tugas dan fungsi, membawahkan:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.

(2)

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seora
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepe

Pasal 6
(1)

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
S ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksana
dan tata laksana, rumah tangga, dan surat me
administrasi kepegawaian di lingkungan dinas;

(2)

a. penyusunan rencana dan
kepegawaian;

b.
C.

pelaksanaan urusan dan tata laksana;
penyediaan
pemeliharaan fasilitas penunjang Kkerja,

. penyelenggaraan administra
lainnya;

penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

. pembinaan, pen
bawahan;

fungsinya; dan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanan dim:;
Subbagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggar:

program kerja di bidaj

kebutuhan barang/jasa oper:

se
administrasi barang daerah yang menjadi tanggu

si surat menyurat

- pelaksanaan urusan umum, rapat, pemelihar
kantor, serta perpustakaan di lingkungan Dinas;

gawasan dan evaluasi terhaday

. pemberian saran dan pertimbangan serta menyan
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai pe
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah ata

+ dalam melaksanakan

ng Kepala Subbagian
1da Sekretaris.

dimaksud dalam Pasal

kan urusan organisasi
nyj

urat serta pengelolaan

aksud pada ayat (1)
akan fungsi:

ng urusan umum dan

asional kantor dan

rta penyelanggaraan
ng jawab dinas;

dan naskah dinas

aan dan keamanan

> pelaksanaan tugas

apaikan laporan hasil
dengan tugas dan

"raturan perundang-
san.

Pasal 7

Subbagian Program, Keuan
Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai
penghimpunan, penyusunan, dan pengendalian
dinas serta melaksanakan pengendalian,
keuangan dan Aset dinas.

|
|

gan dan Aset sebagaiména dimaksud dalam

tugas melaksanakan
perencanaan program

urusan ketatausahaan



b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan
sumber lainnya;

C. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang
perumahan kawasan permukiman;

d. penyiapan data dan informasi di bidang perumahan dan kawasan
permukiman;

€. pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan dj bidang perumahan dan
kawasan permukiman;

f. penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan
rencana kinerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

g. peényusunan rencana dan program kerja di bidan keuangan;

h. penyusunan kebutuhan anggaran dan dokumen pelaksanaan
anggaran dinas;

i. pengelolaan pembukuan, perbendaharaan, dan ve rifikasi;

pengevaluasian pelaksanaan anggaran;

. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan ‘keuangan dinas;
pelaksanaan urusan gaji pegawai; i
- Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dijdang aset daerah;

- penyusunan dan pelaksanaaan kebijakan pedo
penghapusan barang milik daerah;

B 8 = K e

an pengelolaan dan

0. pelaksanaan pengelolaan aset daerah;

- pelaksanaan melakukan revaluasij /appraisal barang daerah;

- pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

L T

r. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan

S. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung

Pasal 8

(1) Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian  tugas Dinas memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang perumahan dan Bangunan
Gedung yang meliputi bangunan gedung, perumahan dan bina mitra
serta pembinaan dan pengendalian.

¢




b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan
bangunan gedung;

c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang perumahan rakyat;

d. pembinaan dan penggarahan pelaksanaan tugas di bidang perumahan
dan bangunan gedung;

e. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan bangunan
gedung;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang
perumahan dan bangunan gedung;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuaj deng?n bidang tugas dan
fungsinya; 1

h. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang perumahan dan
bangunan gedung;

i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

bawahan; ¢

j. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, flaporan dan analisa
kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinyi.

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atésani
Pasal 9

(1) Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dalam melaksanakan tugas dan fungsi membawahkan:

a. Seksi Bangunan Gedung; i
b. Seksi Perumahan dan Bina Mitra; dan ‘

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada a;
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
kepada Kepala Bidang Perumahan dan Bangunan Ge

at (1) dipimpin oleh
bertanggung jawab

c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
tung.

Pasal 10

(1) Seksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bid g Perumahan dan
Bangunan Gedung dalam melaksanakan survey, invetigasi, pengumpulan

data dan perencanaan dalam rangka rencana engembangan dan
pembangunan perumahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1), Seksi
Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana dan program kerja o%erasional kegiatan
pengelolaan pembangunan bansunan sedune:



(2)

. pelaksanaan

-8-
\

. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan bangunan gedung milik
pemerintah daerah; ‘

pengawasan teknis dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan pengelolaan bangunan gedung; |

pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi bangunan pemerintah dan

bangunan publik;

. pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi
bangunan pemerintah dan bangunan publik:

- penyusunan kebijakan penetapan status bangunan gedung dan

linglkkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

bawahan;

- pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

pemberian saran dan pertimbangan sertg penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Perumahan dan Bina Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan
dan Bangunan

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pengelolaan perumahan dan bina mitra,

Gedung dalam melaksanakan merencanakan,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Perumahan dan Bina Mitra menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

b.

perumahan dan bina mitra;

pelaksanaan survey, investigasi, pengumpulan data untuk kegiatan
perencanaan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan

perumahan;

. pemberian fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah;

- pényediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana:

2

. penyiapan perencanaan teknis, bantuan teknis perencanaan sarana
dan prasarana perumahan;

pelaksanaan pembangunan rumah contoh rumah sederhana sehat

sebagai stimulan pada daerah terpencil;
. pelaksanaan

pembangunan  perumahan untuk  masyarakat

berpenghasilan rendah;

dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;

e .

| |
. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pembangliﬂnan perumahan
‘ |



(1)

(2)

9-

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana

ima

ksud dalam Pasal

9 ayat (1) huruf &
Perumahan dan Bangunan

Gedung
melaksanakan, mengevaluasi

dan melaporkan

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
dalam |

merencanakan,
pelaksanaan tugas

pelayanan pembinaan dan pengendalian perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksy

d p{%da ayat (1), Seksi

Pembinaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan
pembinaan dan pengendalian;

program kerja

b. pelaksanaan pembinaan

pembangunan perumahan;

- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian

operasional

kegiatan

dan pengendalian terhadap pelaksanaan

terhadap penataan

bangunan perumahan /pelaksanaan izin mendirikan bangunan;

-pelaksanaan administrasi pembinaan dan P

engendalian  berupa

teguran lisan, tulisan dan dengan melalui tindakan proaktif terhadap

bangunan yang belum memiliki izin mendiri
bangunan

berlaku;

undangan, pedoman dan standar teknis
bangunan gedung dan lingkungannya;

pemberian sertifikasi dan register bagi orang atau
melaksanakan
perencanaan prasarana sarananya;

. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi,

perancangan dan perencanaan rumah

dan sinkronisasi

an bangunan dan

yang sesuai dengan peruntukan dfan ketentuan yang

- pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pt!ératuran perundang-
dala

m penyelenggaraan

badan hukum yang
serta

kegiatan

pembinaan dan pengendalian perumahan dan bangunan;

. pembinaan,

pengawasan dan evaluasi terhadap
bawahan;

- pemberian saran dan
telaahan dan analisa
fungsinya; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Permukiman

Pasal 13

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan t

ugas;
pelaksanaan tugas

pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

lainnya yang diberikan oleh atasan

Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Keﬁala \ Bidang vane

Pvreasints tfo b om0

berkedudiilcan A
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksdd pada ayat (1),
Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi: |

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja bidang
permukiman; |
b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang permukiman;

C. pengoordinasian perencanaan teknis di bidang permukiman;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tTgas di bidang

permukiman;
e. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang permukiman;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang
permukiman;

g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan; -

h. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

|
Pasal 14 ‘

(1) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:

a. Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman; :
b. Seksi Penataan Kawasan Permukiman; dan }
c. Seksi Penataan Sarana dan Utilitas. {

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada iayat (1) dipimpin oleh
scorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Permukiman. 7

Pasal 15

(1) Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Permukiman dalam merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan taman dan pemakaman.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengelolaan Taman dan Pemakaman menyelenggrakan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan
pengelolaan taman dan permakaman; ‘

b. perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan p%ngelolaan taman
dan permakaman;

~ B e e L. .



-1.1-

- pelaksanaan pemeliharaan saran

a dan pr
permakaman;

pengembangan kemitraan

pelayanan dan pe
permakaman;

- pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan perms
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaat

. pembinaan,
bawahan;

pengawasan dan evaluasi terhada

. pemberian saran dan pertimbangan serta penya
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai den
fungsinya; dan

asar:
ngelc

aka

1 tu’ias;

p pelaksanaan tugas

ana taman dan

vlaan taman dan

an;

mpaian laporan, hasil
gan bidang tugas dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Penataan Sarana dan Ut

(1)

litas sebagaimana d

nya yang diberikan oleh atasan

imaksud dalam Pasal

14 ayat (1)

Permukiman dalam merencanakan, melaksanak

(2) Dalam melaksanakan tu

Penataan Kawasan Permukiman menyelenggarakan

a. penyusunan rencana dan
permukiman;

b. penyusunan peraturan, kebij

akan dan strategi
permukiman;

- Pényusunan peraturan daerah
permukiman kumuh;

=V s I B o

. pembinaan, pen
bawahan;

pemberian saran dan
telaahan dan analisa
fungsinya; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan laj
sesuai dengan tugas dan fungsinya

=te:
°

Pasal 17

(1) Seksi Penataan Sarana dan Utilitas sebagaimana d

14 ayat (1) huruf ¢, mempunvai tucgas mermhanii

huruf b, mempunyai tugas memb

- pelaksanaan penanganan kawasan permukiman p
- pelaksanaan evaluasi program penanganan permu

pelaksanaan pengelolaan peremajaan/perbaikan p
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian permuy

gawasan dan evaluasi terhadap

pertimbangan serta penyam
kepada atasan sesuai dengg

nnya yang dib;erik

antu Kepala Bidang

an, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas penataan kawasan p

ermukiman.

gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

fungsi:

program kerja seksi penataan kawasan

|
|

T peénataan kawasan

tentang peri]cegahan timbulnya

erkotaan;

Ikiman kumuh;
ermukiman kumuh;
kkiman kumuh;

pelaksanaan tugas

paian laporan, hasil
in deang tugas dan

an oleh atasan
L
|

j \

s

imaksud dalam Pasal

Zaiails BEGL. .
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a. pényusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
penataan sarana dan utilitas;

b. penyusunan pedoman dan manual, perencanaan, pembangunan dan

pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas, |fasilitas umum dan
fasilitas sosial;

C. pényusunan prosedur kerja dan jadwal petugas/pengawas lampu
penerangan jalan umum serta penyampaian laporan realisasi kinerja
pengawasan;

d. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaran
administrasi perizinan pemasangan reklame;

€. pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan secara rutin dan perbaikan/
penggantian material lampu jalan yang rusak/tidak qerfungsi;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di
bidang penataan sarana dan utilitas; | :

g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadab pelaksanaan tugas
bawahan; ; ‘

h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyax@npaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya; dan i ‘

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang difberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III |
TATA KERJA |

Pasal 18 ‘

(1) Kepala Dinas beserta semua pimpinan unit organisasi di bawahnya
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama dalam lingkup
internal dan eksternal Dinas sesuai dengan tugas da?n fungsinya masing-
masing.

(2) Untuk mendukung kelancaran koordinasi pel 'sanaan tugas dan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan sistem
komunikasi secara formal maupun informal. \

Pasal 19

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan mele{ca’c terhadap seluruh
pimpinan unit organisasi berikut bawahannya. |

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di bawah Sclsrtjt_arifs melaksanakan
pengendalian internal terhadap bawahannya. ;

(3) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan atas
pelaksanaan tugas rutin yang telah ditetapkan dan atau pelaksanaan
tugas lainnya sesuai petunjuk dan perintah atasan.

DAace~1 NN
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(3) Setiap pimpinan unit organisasi di bawah Kepala Dinas bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing

dengan memberikan bimbingan serta arahan terhadap pelaksanaan tugas
bawahannya. ’

Pasal 21

(1) Kepala Dinas wajib meneliti, mengoreksi dan melakukan perbaikan
sebagaimana mestinya atas hasil kerja bawahannya.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di bawah Kepala Dinas wajib meneliti,

mengoreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya atas hasil
kerja bawahannya.

(3) Penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pel san‘aan tugas dan

penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang yang dapat dilakukan
secara tertulis atau lisan. |

(4) Setiap dokumen dan atau naskah dinas, sebelum ditandatangani oleh
Kepala Dinas atau pimpinan unit organisasi sesuai kewefnangannya wajib
diberi paraf terlebih dahulu oleh bawahannya. .

(5) Pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan. ‘ |

Pasal 22

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatTUr dalam Peraturan
Bupati ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap pimpinan unit

organisasi; .

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, $etiap pimpinan unit
organisasi terendah wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas
teknis dan operasional kepada bawahannya secara proporsional dengan

memperhatikan kompetensi, bentuk, jenis dan beban pekerjaan yang
dilakukan; =

(3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
secara formal dan material menjadi tanggung jawab pimpinan unit
organisasi terendah, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/
atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pribadi
yang bersangkutan;

(4) Dalam hal bawahan dari pimpinan unit organisasi terendah berhalangan
dan/atau dikarenakan sebab lainnya sehingga tidak dapat melaksanakan
tugas teknis yang dibebankan, maka pimpinan unit organisasi terendah
mengambil alih tugas dimaksud. |

Pasal 23

(1) Kepala Dinas wajib mematuhi petunjuk serta menyanlppaikan laporan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setidak-tidaknya
setiap 3 (tiga) bulan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas, baik sebagian atau seluruhnya;

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku
bagi setiap pimpinan unit organisasi di bawah ‘epal% Dinas secara
berieniang: ‘
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Pasal 24

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan atau berada di luar daerah, maka
Sekretaris berwenang mewakili Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas
sehari-hari yang bersifat rutinitas.

(2) Dalam hal Kepala Dinas dan sekretaris secara bersa‘jmaan berhalangan
atau berada di luar daerah maka pelimpahan |wewenang mewakili
diberikan kepada Kepala Bidang yang senior.

(3) Dalam hal pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) Pasal ini, untuk hal-hal yang prinsipil yaitu politik, keuangan dan
kepegawaian tetap ditangani langsung oleh Kepal? Dinas, kecuali atas
perintah langsung dari Bupati. !

(4) Terhadap hal-hal yang sifatnya sangat mendesak ag ar dilaporkan kepada
Bupati dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala ]%inas setelah kembali

berada ditempat. 1

(S) Setiap pimpinan unit organisasi dibawah Kepala Dinas wajib mematuhi
petunjuk dan arahan Sekretaris atay kepala [Bidang sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25 |

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan struktural, Sekretaris atau setiap
pimpinan unit organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
fungsi jabatan kosong di bawahnya sampai dengan ditunjuknya pejabat
yang definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksL;id pada ayat (1) tidak
memungkinkan untuk dirangkap dikarenakan pertimbangan beban kerja
atau alasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
maka demi kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas dapat ditunjuk
Pelaksana Tugas dengan memperhatikan  ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian. |

Pasal 26 ‘

(1) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaad yang memerlukan
penyelesaian secara cepat, Kepala Badan atau 'etiap pimpinan unit
organisasi dapat langsung menugaskan bawahannva untuk membantu

penyelesaian suatu tugas yang bukan merupakan tugas dan fungsi yang
bersangkutan.

e
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi
personil di bawah pimpinan unit organisasi terendahi.
Pasal 27 |

(1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana! diatur dalam
Peraturan Bupati ini dan penempatan staf pelaksana di bawah pimpinan
unit organisasi terendah ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris dalam
rangka pengendalian intern secara memadai, meliputﬁi:
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(2) Untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), Sekretaris Dinas

menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan ungsi dari setiap
unit organisasi, maka segala ketentuan yang termuat dan eraturan Bupati

ini disesuaikan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. '

BAB V |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

[WABGPBUNGQ e ] & -
QWA 8UNG da tanggal Az /i ém% ]
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